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V.

LATAR BELAKANG

Salah satu bagian dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) adalah pengukiran kinerja. Dalam melakukan pengukuran kinerja
dibutuhkan data Kinerja yang menunjukkan capaian Kinerja dari indicator yang
telah ditetapkan di dalam dokumenPenetapan Kinerja. Untuk memperoleh data
vang valid dan dapatdipertanggungjawabkan, maka diperlukan pengelolaan
data kinerja berdasarkan pedoman pengumpulan data Kinerja yang mengatur
tentang  substansi  dan waktu agar penyusunan  Laporan  Kinerja Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat diselesaikan dengan

benar dan tepat waktu,

TUJUAN

Pengumpulan data dan pengukuran Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta dilakukan secara berkala setiap bulan
dan sctiap triwulan dalam satu tahun, bertujuan untuk :

|, Mengumpulkan data realisasi capaian indikator kinerja pada jenjang program
dan kegratan sampar ke jenjang Indikator Kinerja Utama (IKU).

| J

Melakukan analisis capaian kinerja dengan mengacu pada target di Penetapan
Kinerja.

Melakukan koordinasi hasil evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja
Utama (IKU) dan menyusun rencana aksi pencapaian kinerja pada tahap
selanjutnya.

Y

RUANG LINGKUP
Ruang lingkup SOP Pengumpulan Data dan Pengukuran Kinerja memuat
ketentuan mengenai :

. Data Kinerja IKU dan IKK yang dikumpulkan

2. Metodologi  pelaksanaan pemantauan/ monitoring Kinerja, kemudian
dilakukan evaluasi kinerja yang disertai dengan pengukuran dan pelaporan
Kinerja.

Tindak lanjut dari hasil evaluasi Kinerja.

r"-’ J

DASAR HUKUM

|. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunann Nasional.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi pemerintah.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di
lingkungan Instansi Pemerintah.
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Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja
[nstansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

V1. DEFINISI

L.

2

I

Pemantauan (Monitoring) adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan
untuk memastikan apakah input atau sumberdaya yang tersedia telah optimal
dimanfaatkan dan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah menghasilkan
output, outcome, benefit dan impact yang diharapkan;

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai efisiensi dan efektifitas suatu
kegiatan dengan menggunakan indikator-indikator tujuan yang telah
ditetapkan. Evaluasi ini dilakukan secara sistematik dan obyektif serta terdiri
dari evaluasi sebelum kegiatan dimulai, saat kegiatan berlangsung, dan
sesudah kegiatan selesat:

Indikator adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan
kegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai;

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan
yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai;

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan suatu tujuan
dan sasaran strategis organisasi di tingkat Kementerian;

Pengukuran Kinerja adalah suatu metode untuk menilai dan mengukur
tingkat kemajuan kinerja instansi/ unit kerja dengan membandingkan antara
target yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja;

Pelaporan Data Kinerja adalah salah satu bentuk media penyampaian
informasi hasil capaian kinerja dari pelaksanaan program dan atau kegiatan
dan tingkat keberhasilannya suatu pembangunan.

VII. PERSYARATAN UMUM

ks

)

Perjanjian Kinerja.

Form Evaluasi Kinerja.

VIII. KRITERIA KEBERHASILAN
Apabila capaian kinerja telah memenuhi/ melebihi target yang telah ditetapkan
dalam perjanjian kinerja.

[X. DOKUMEN PELENGKAP

1.1
12
1.3
1.4

Perjanjian Kinerja

Renstra

[Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK;IP)
Dokumen hasil penilaian SAKIP




X. PROSEDUR
9.1 Prosedur Pengumpulan Data Kiner)a

.

)

)

(N

0.

1 0.

1 1.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan  Keluarga  Berencana
memerintahkan Sekretaris untuk melakukan pengumpulan data kinerja.

Sekretaris melakukan rapat dengan Tim SAKIP Dinas Dinas Pengendalian
Penduduk  dan  Keluarga Berencana  Kabupaten Purwakarta  untuk

memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data kinerja.

. Tim SAKIP menyusun rencana kegiatan pelaksanaan pengumpulan data.

Tim SAKIP mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk
kegiatan pengumpulan data.

Tim SAKIP menyiapkan formulir pengumpulan data capaian kinerja.
Formulir pengumpulan data capaian kinerja didistribusikan kepada
Sekretariat dan Bidang.

Sekrateriat dan Bidang dengan dibantu staf mengisi formulir
pengumpulan data capaian Kinerja selanjutnya menyerahkan formulir
vang telah diisi kepada Tim SAKIP.

Tim SAKIP merekap data capaian Kinerja.

Tim SAKIP melaporkan hasil rekapitulasi data kinerja kepada Sekretaris.
Sekretaris menganalisa laporan hasil pengumpulan data kinerja, apabila
setuju akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan
Kinerja. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan.
Sekretaris melaporkan data kinerja kepada Kepala Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta.

|2. Menyimpan data kinerja.

9.2 Prosedur Pengukuran Kinerja

l.

('S

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Purwakarta memerintahkan Sekretaris untuk melakukan

pengukuran kinerja.

Sekretaris melakukan rapat dengan Tim SAKIP untuk memberikan

arahan pelaksanaan kegiatan pengukuran kinerja.
Tim SAKIP menyusun rencana kegiatan pengukuran kinerja

Tim SAKIP menyiapkan metodologi pengukuran capaian kinerja untuk
tiap- tiap tujuan/ sasaran/ program/ kegiatan berdasarkan indikator




N

1 0.
L1,

12.

4.

13.

16.

L7

18.

kinerja yang SMART.

Tim SAKIP melakukan pengukuran capaian kinerja menggunakan

metodologi yang telah ditetapkan.

. Tim SAKIP merekap seluruh hasil pengukuran capaian kinerja untuk

tiap- tiap tujuan/ sasaran/ program/ kegiatan
Tim SAKIP melaporkan hasil rekapitulasi pengukuran kinerja kepada

Sekretaris.

Sekretaris menganalisa hasil rekapitulasi pengukuran kinerja, apabila
setuju akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja

dan evaluasi. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai

arahan.

Sekretaris melaporkan data pengukuran kinerja kepada Kepala Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta
Menyimpan data Kinerja.
Sekretaris melakukan rapat dengan Tim SAKIP untuk memberikan

arahan pelaksanaan kegiatan pengukuran kinerja.

Tim SAKIP menyusun rencana kegiatan pengukuran kinerja.

. Tim SAKIP menyiapkan metodologi pengukuran capaian kinerja untuk

tiap- tiap tujuan/ sasaran/ program/ kegiatan berdasarkan indikator
Kinerja yang SMART.
Tim SAKIP melakukan pengukuran capaian Kkinerja menggunakan

metodologi yang telah ditetapkan.

Tim SAKIP merekap seluruh hasil pengukuran capaian kinerja untuk
tiap- tiap tujuan/ sasaran/ program/ kegiatan.
Tim SAKIP melaporkan hasil rekapitulasi pengukuran kinerja kepada

Sekretaris.

Sekretaris menganalisa hasil rekapitulasi pengukuran kinerja, apabila
setuju akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja

dan evaluasi. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai
arahan.

Sekretaris melaporkan data pengukuran kinerja kepada Kepala

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Purwakarta.



19. Sekretaris  melaporkan  data  pengukuran  kinerja  kepada  Kepala
Dinas  Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Purwakarta
20. Menyimpan data Kinerja.

KEPALA DINAS
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Keputoson Menter Pondayogunonn - Aparatar - Negara Nomor - KEP/IISM PAN/O2004 T entang
Pedoman Cmm Eyvaluast Laporon ARuntabilies Kncoo lnstanst Pemernintah;
Poraturan Maonicn Pendayagannnn Aparatur Negara dan Retormast Bivokeast Nomor 28 Tahun 2012
wntamg Ptk Pelak sanaan Evaluast akuntabilitas Kmeaa nstanst Pemenmtah;
Poiatuian Nenier Pendiy agpunnan Aparatur Negara

dan Retommost Birokiost Nomor 20 Tahon 2013 entang Perabahon Lampiran
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Peloksannnn vatoast okuniabilitgs Kwcno lastanst Pemcimntah;

Poraturan Maonicn Neoara Pendayounoan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2004 wntang Pemmiok Teknis Porjanjion Kinerjo, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan
Ninciio:

Peratuian Dacrah Kabapaten Purwakarin Nomor 9 Tahun 2016 maggal 9 November 2016 tentang
Pembentuhan don Susunan Peranghat Dacrah Kabupaten Purwakaria ( Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarin Nomor 9 Tahun 2010),

10, Poraroran Bupath Purwokaria Nomor 39 Tohun 2023 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Pengendalion penduduk dion Keluarga Berencann
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DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

Disahkan oleh

STANDAR OPRASIONAL PROSEDUR

BERENCANA KABUPATEN PURWAKARTA

Kepala Dinas
Pengendalian Penduduk dan

H.YAYAT|HIDAYAT,S.Sos
Nip.1970(2151997031009

4

Dasar Hukum : Standar Operasional Prosedur Administrasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarag Berencana

Kualifikasi Pelbksana
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8.

9.

10.

Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
NegaraNomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinclja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006
Nomor25, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4614);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 20I0 2025;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004Tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang PetunjukPelaksanaan Evaluasi
akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun
2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja;

Peraturan Dacrah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah
Kabupaten Purwakarta ( Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016);

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 39 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana

1. Menguasi Komputer

2. Mampu menyusun Laporan
3. Mampu mengelola Data

4.

Keterkaitan

Peralatan Perlengkapan:

1,
2.
3.

SSOP Pembuatan Surat Masuk
SOP Pengumpulan data
SOP Penyusunan Lakip

1.Buku agenda
2.Komputer
3.Printer

4. ATK

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan




MEKANISME PENGUKURAN KINERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

PELAKSANAAN MUTU BAKU
URAIAN PROSEDUR REPALDINAS SEKRETARIS TIM PENYUSUN LAKIP STAF KELENGKAPAN WKATU OUTFUT
Kepala dinas Memerintahkan Blanko Nota Dinas 10 Menit Nota dinas
Sekretaris untuk melakukan ?
pengukuran kinerja - =
Sekretaris melakukan rapat dengan Nota Dinas 60 Menit Notulen rapat

Tim penyusu lakip untuk memberikan
arahan pelaksanaan kegiatan

pengumpulan data kinerja

-
v
[ I —

Tim Menyusun rencan Kegiatan \ Notulen Rapat 120 Menit Program Kerja
Pengukuran Kinerja - Kegiatan

Tim SAKIP menyiapkan metodologi / Program Kerja Kegiatan 120 Menit Kertas Kerja
pengukuran capaian kinerja untuk Renstra Tapkin Pengukuran

tiap- tiap tujuan/ sasaran/ program/ - Kinerja

kegiatan berdasarkan indikator I

Tim SAKIP melakukan pengukuran ¥ Kertas Kerja Pengukuran 1 Hari Kertas Kerja
capaian kinerja menggunakan - Kinerja, Dokumen Pengukuran
metodologi yang telah ditetapkan Pengumpulan data Kinerja Kinerja

Tt SAKIP: ivaraks: Seluru » Kerta Kerja Pengukuran 180 Menit Rekap hasil
hasil pengukuran capaian — Kinerja Pengukuran

kinerja untuk tiap- tiap tujuan/ ' kinerja

sasaran/ program/ kegiatan ‘L

Tim  SAKIP  melaporkan  hasil Rekap hasil pengukuran 60 Menit Draft Laporan hasil
rekapitulasi  pengukuran  kinerja - : _ kinerja pengukuran
kepada Sekretaris. J Kinerja

Sekretaris menganalisa hasil ‘ Draft laporan hasil 90 Menit Laporan hasil
rekapitulasi  pengukuran  kinerja, ' \ pengukuran Kinerja Pengukuran

apabila setuju akan digunakan - S S— Kinerja

sebagai bahan untuk penyusunan
Laporan Kinerja dan evaluasi. Jika
tidak maka dikembalikan untuk

dilengkapi sesuai arahan.




Sekretaris melaporkan data

' pengukuran kinerja kepada

Kepala Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten

Purwakarta

Laporan hasil pengukuran

kinerja

30 Menit Disposisi  Kepala

Dinas

10

Arsip  hasil  pengumpulan

pengukuran Kinerja

data

<

Arsip hasil pengumpulan

data pengukuran Kinerja

Nip. 19?00}15199 03 1009




